KETE BECER

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 32 Tahun 2018 Seri E Nomor 16

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor
Nomor 16 Tahun 2018

Seri E
Tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003



Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

a.

WALI KOTA BOGOR,

bahwa dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan kesehatan hewan
yang melindungi dan menjamin kesehatan
manusia dan hewan beserta ekosistemnya
di Kota Bogor dan sebagai tindak lanjut
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan
hewan berikut ketentuan perizinannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu  menetapkan  Peraturan  Walikota
tentang Perizinan Pelayanan Kesehatan
Hewan;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5015) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 338);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977
tentang Penolakan, Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992
tentang Obat Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3509);



Menetapkan

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014
tentang Pengendalian, Penanggulangan
dan Pemberantasan Penyakit Menular
(Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5543 Tahun 2014)

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner
dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5356);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017
tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6019);

Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 02 /Permentan/-OT.140/1/2010
tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik
Veteriner;

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6
Tahun 2009 tentang  Penyelenggaraan
di Bidang Pertanian (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016
Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN
HEWAN.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

Pemerintahan Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
otonomi daerah.

Wali Kota adalah Wali Kota Kota Bogor.

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Bogor.

Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah yang membidangi
penyelenggaraan kesehatan hewan di daerah.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Bogor.

Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan
dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan
masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan
produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan
akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian,
dan ketahanan pangan asal hewan.

Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik
kedokteran hewan.

Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan
aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi
dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai
dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan
hewan bersertifikat.

Tenaga medik veteriner adalah dokter hewan atau dokter
hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang
pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi
kewenangannya.



